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(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan    
vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau              
penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi. 
(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan 
Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh 
lulusan  Pendidikan Tinggi. 
(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk            
memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau  
plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh         
Perguruan Tinggi.  
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang 
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Saudara sangat kami 
harapkan. Silahkan 
hubungi TIM Redaksi di 
ruang UPM  No.Ext 113 
 
HIMBAUAN : 
Simpanlah Newsletter ini 
untuk referensi di masa 
mendatang.   
Pasal 42 
(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi 
yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh    
Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 
LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu  




Sertifikat Profesi dan Sertifikat 
Kompetensi 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang 
tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. 
(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh   
Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu      
layanan profesi, dan/ atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 Page 2 NEWSLETER DARI UPM 
(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan 
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. 
Pasal 44 
(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja 
sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi 
kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. 
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk 
memperoleh pekerjaan tertentu.  
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang mem-    
berikan sertifikat kompetensi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembang-
kan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan             
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan      
budaya akademik. 
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. 
Bagian Kesepuluh 
Penelitian Pasal 45 
(1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk: 
a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran; 
b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; 
c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; 
d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan 
e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan. 
Pasal 46 
(2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau     
dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, 
dan/atau membahayakan kepentingan umum. 
(3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh 
paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan 
sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah. 
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(1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika 
dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 
 
(2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     
dilakukan dalam berbagai     bentuk kegiatan sesuai dengan budaya 
akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta 
kondisi sosial budaya masyarakat. 
 
(3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengem-
bangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, 
dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. 
 
(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten 
yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi 
tepat guna. 
Bagian Kesebelas 
Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 47 
(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi 
dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat 
dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
Bagian Keduabelas 
Kerja sama Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 48 
(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan 
antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang 
Penelitian. 
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan 
Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. 
(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian di Kementerian lain 
dan/atau LPNK. 
Jl. Nginden Semolo 34-36 
Surabaya 
 





(1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan 
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program Pendidi-
kan Tinggi. 
 
(2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan 
Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
Bagian Ketigabelas 
Pelaksanaan Tridharma Pasal 49 
 
(1)   Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam penginte-
grasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam per-
gaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan. 
Bagian Keempatbelas 
Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi Pasal 50 
 
(5)  Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri. 
 
(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, 
antara lain, melalui: 
a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan 
Tinggi Negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; 
b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di 
dalam dan di luar negeri; dan 
c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri. 
 
 
(3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat. 
 
(2)  Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghor-
mati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan 
yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.  
